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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

            5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan memberikan definisi mengenai pekerja bahwa,  

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap 

orang yang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan perintah dari pengusaha atau 

pemberi kerja dan atas pekerjaannya mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk 

lain. Perjanjian kerja menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan bagi pekerja dengan 

pengusaha atau pemberi kerja dan atas perikatan tersebut timbul suatu hubungan 

kerja. Dalam hubungan kerja terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi bagi tenaga 

kerja agar bisa dipersamakan kedudukannya dengan pekerja yaitu pekerjaan, perintah 

dan upah.  

          Kedudukan status dari pekerja rumahan menghasilkan dua kemungkinan yaitu 

pekerja rumahan yang bekerja dibawah perjanjian kerja dan pekerja rumahan yang 

bekerja dibawah perjanjian kerja dan perjanjian melakukan jasa artinya terdapat 

perjanjian campuran. Pekerja rumahan yang bekerja dibawah perjanjian kerja 

memenuhi empat unsur yaitu pekerjaan, perintah dan upah. Unsur pekerjaan artinya 

pekerja rumahan itu melakukan suatu pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, 

unsur perintah terpenuhi dengan adanya pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja 

rumahan itu diberikan langsung oleh pengusaha atau pemberi kerja dengan syarat dan 

ketentuan, adanya hak eksklusif dimana pekerja yang diberikan pekerjaan itu tidak 

boleh melakukan pekerjaan untuk pengusaha atau pemberi kerja lainnya dan terakhir 
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unsur upah pekerja rumahan berdasarkan satuan hasil itu juga terpenuhi karena 

kedudukannya bisa dipersamakan dengan upah lain berdasarkan Undang-Undang 

Cipta Kerja. Pekerja rumahan dalam melaksanakan kerjanya dibawah perintah dari 

pemberi kerja atau pengusaha sehingga ada hubungan diperatas dan kedudukan 

keduanya itu tidak sederajat sehingga pemberi kerja atau pengusaha memiliki hak 

eksklusif dalam mempekerjakan pekerja rumahan.  

      Namun disisi lain, terdapat juga pekerja rumahan yang bekerja dengan keahlian 

yang dimilikinya bekerja misalnya memiliki keahlian dalam menjahit, mengukir, 

membatik, dan lainnya maka dalam hal ini pekerja rumahan memiliki kedudukan 

setara dengan pengusaha atau pemberi kerja tetapi pekerja rumahan. Dalam hal ini, 

pekerja rumahan tersebut merupakan pekerja yang melakukan jasa tertentu. Tetapi 

pekerja rumahan yang memiliki keahlian ini tidak boleh bekerja di perusahaan atau 

pemberi kerja lain sehingga disini terdapat hubungan kerja yaitu unsur perintah. 

Berdasarkan Rekomendasi ILO (International Labour Organization) Transisi dari 

Perekonomian Informal ke Formal, 2015 (No. 204) bahwa untuk menentukan seorang 

pekerja rumahan berstatus sebagai pekerja atau tidak bukan dilihat dari hubungan 

kerja namun seberapa jauh perlindungan yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi 

kerja kepada pekerja rumahan agar dianggap sebagai pekerja formal. Selain itu, Pasal 

1601 c Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur apabila ada perjanjian 

campuran atau biasa disebut Contractus Sui Generis dalam hal ini pencampuran 

antara perjanjian kerja dengan perjanjian melakukan jasa tertentu maka aturan dalam 

perjanjian kerja itu harus berlaku.  

         Meskipun pekerja rumahan ini kedudukannya masih diperdebatkan dan 

terdapat dua kemungkinan, namun tetap berdasarkan Pasal 1601 c Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata maka pekerja rumahan yang bekerja dibawah perjanjian 

campuran itu mengikat pada pasal tersebut bahwa perjanjian kerja harus berlaku. Dan 

atas hal tersebut pekerja rumahan ini berhak untuk mendapatkan perlindungan 
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berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Dengan demikian, pekerja rumahan yang melakukan jasa tertentu juga tetap 

mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan meskipun statusnya bukan sebagai pekerja. Oleh karena itu, 

menurut penulis perlindungan bagi pekerja rumahan itu terpenuhi karena Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berlaku dan mengikat 

sehingga kedudukannya setara dengan pekerja yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

memiliki prinsip non-diskriminatif yang ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 

28D ayat (2) sehingga pekerja rumahan itu tidak boleh dibedakan perlakuan dan 

perlindungannya dengan pekerja lainnya. Pekerja rumahan itu termasuk dalam 

klasifikasi pekerja yang diatur dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan dan seharusnya berhak untuk mendapatkan 

perlindungan dan jaminan haknya sebagai pekerja. Namun, sampai saat ini 

pengaturan lebih lanjut mengenai pekerja rumahan di Indonesia itu belum ada.  

2.           Definisi serikat pekerja dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1  Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh bahwa, 

“Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk 

dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun 

di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, 

demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, 

membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh 

serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluarganya.” 

Oleh karena itu, serikat pekerja merupakan suatu organisasi bagi para pekerja untuk 

memperjuangkan serta melindungi haknya sebagai pekerja agar sejahtera.  

Pekerja rumahan sebagaimana telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya 

bahwa mereka memiliki dua kemungkinan kedudukan yaitu pekerja rumahan yang 
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bekerja dibawah perjanjian kerja dan pekerja rumahan yang bekerja dibawah 

perjanjian kerja dan perjanjian melakukan jasa artinya terdapat perjanjian campuran. 

Menurut Pasal 1601c Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila terjadi 

percampuran antara dua perjanjian melakukan pekerjaan maka aturan perjanjian kerja 

yang harus berlaku. Atas hal tersebut, pekerja rumahan yang bekerja dibawah 

perjanjian campuran terikat pada Pasal 1601 c dan mendapatkan perlindungan hak 

sebagai pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan serta berhak untuk membentuk suatu serikat pekerja. Terlepas dari 

perdebatan status mereka sebagai pekerja,  namun tetap telah ditegaskan dalam Pasal 

1601c Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa adanya kewajiban untuk 

memberlakukan perjanjian kerja apabila ada pencampuran perjanjian sehingga 

mereka berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu maka, sepanjang pekerja 

rumahan itu bekerja pada suatu perusahaan atau pemberi kerja dan telah terhimpun 

lebih dari 10 (sepuluh) orang maka seharusnya mereka bisa membentuk suatu serikat 

pekerja.  

Akan tetapi, pekerja rumahan masih sulit untuk memperjuangkan hak mereka 

sebagai pekerja khususnya dalam mendirikan serikat pekerja karena mereka masih 

belum banyak terhimpun dan belum banyak mendapatkan pengakuan sebagai 

pekerja. Pekerja rumahan lebih mudah untuk membentuk suatu perhimpunan, 

organisasi informal dibandingkan membentuk suatu serikat pekerja formal. 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh bahwa hak untuk berserikat bagi pekerja itu hanya bisa melalui 

serikat pekerja. Dengan demikian perhimpunan, asosiasi, organisasi informal yang 

telah dibentuk oleh pekerja rumahan itu tidak bisa diberi kedudukan yang setara 

dengan serikat pekerja sehingga tidak bisa dijadikan sarana untuk memperjuangkan 

hak berserikat.  



90 

 

Selain pekerja rumahan sulit mendirikan serikat pekerja karena kedudukannya 

yang belum diakui, juga ditambah dengan fakta bahwa pekerja rumahan itu masih 

ada jumlah pekerja yang tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang sehingga syarat pendirian 

dari serikat pekerja itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pekerja rumahan sulit 

mendirikan serikat pekerja karena pengaturan mengenai serikat pekerja dalam 

peraturan perundang-undangan di Indonesia itu sempit.  Namun tetap bahwa pekerja 

rumahan ini terikat baik pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan juga pada Pasal 1601c Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

sehingga mereka berhak mendapat perlindungan hak berserikat.   

        Selanjutnya pengaturan tentang serikat pekerja dalam hukum internasional 

khususnya ILO (International Labour Organization) bahwa hak berserikat dan 

berorganisasi merupakan salah satu fundamental convention yaitu Konvensi ILO  

(International Labour Organization) Nomor 87 tahun 1948 tentang Kebebasan 

Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi. Selain itu, Rekomendasi Kerja 

Rumahan, 1996 (No.184) dalam Bab V juga telah memberikan pengaturan bahwa 

pekerja rumahan juga memiliki hak untuk berorganisasi dan berunding bersama dan 

hak tersebut harus dijamin.  

Definisi organisasi menurut Pasal 10 Konvensi ILO (International Labour 

Organization) Nomor 87 tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan 

Hak Berorganisasi menunjukkan bahwa dalam lingkup internasional itu terbuka bagi 

semua pekerja karena tidak ada ketentuan untuk mendirikan suatu organisasi serikat 

pekerja. Hal terpenting dalam organisasi tersebut adalah didirikan dengan tujuan yang 

sama untuk membela segala kepentingan dan hak pekerja dan pengusaha. Pekerja 

rumahan dalam pengaturan hukum internasional khususnya Konvensi ILO 

(International Labour Organization) memberikan kedudukan sebagai pekerja yang 

dimana pekerja itu berhak untuk berserikat dan berkumpul. Oleh karena itu, pekerja 

rumahan berdasarkan Konvensi ILO (International Labour Organization) telah 
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dianggap sebagai pekerja dalam hukum internasional sehingga mereka sebenarnya 

berhak untuk membentuk suatu serikat pekerja.Namun, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) 

Konvensi ILO (International Labour Organization) Nomor 87 tahun 1948 tentang 

Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi menjelaskan bahwa 

pelaksanaan hak-hak berdasarkan konvensi ini harus tunduk pada hukum nasional 

yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh.   

Disisi lain, pengaturan serikat pekerja dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh memiliki ruang lingkup yang sempit 

dibandingkan dengan pengaturan serikat pekerja dalam Konvensi ILO (International 

Labour Organization). Pengaturan serikat pekerja dalam Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang sempit membuat pekerja 

rumahan itu sulit untuk mendirikan serikat pekerja. Organisasi informal yang 

dibentuk oleh pekerja rumahan masih kesulitan untuk ikut andil mewakili pekerja 

lainnya dalam memperjuangkan hak mereka karena kurangnya pengakuan dari 

peraturan itu sendiri. Oleh karena itu, seharusnya perlu ada perubahan dalam 

kualifikasi serikat pekerja yang memberikan ruang lingkup lebih luas agar bisa 

memperjuangkan hak berserikat sebagaimana sama halnya dengan pengaturan serikat 

pekerja dalam Konvensi ILO (International Labour Organization). Hal ini bertujuan 

agar hak berserikat itu tidak hanya dilaksanakan melalui organisasi serikat pekerja 

saja namun juga bisa mengakomodir organisasi lainnya yang memiliki tujuan sama 

dalam memperjuangkan hak sebagai pekerja sehingga kedudukannya bisa 

disetarakan.  

Perlu adanya perbaikan kualifikasi pengaturan dalam serikat pekerja sebagai 

wadah bagi pekerja dalam memperjuangkan hak berserikatnya khususnya dalam hal 

ini bagi pekerja rumahan agar bisa mewakili pekerja lainnya. Penafsiran lebih luas 

dalam pengaturan serikat pekerja di Indonesia tentang syarat pembentukan yaitu 
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sekurang-kurangnya didirikan 10 (sepuluh) orang dirubah bahwa ketentuan tersebut 

tidak hanya berlaku bagi pekerja dalam satu perusahaan yang sama atau sektor yang 

sama saja tapi juga bisa bagi pekerja yang bekerja dalam sektor yang sama namun 

berbeda perusahaan, pekerja yang berbeda sektor dalam satu perusahaan atau berbeda 

perusahaan itu bisa berorganisasi dan disetarakan dengan serikat pekerja. Kemudian 

hak untuk membentuk dan menjadi anggota dalam serikat pekerja itu ditafsir luas 

bagi semua pekerja baik yang statusnya sudah diakui dan belum diakui oleh peraturan 

perundang-undangan termasuk mereka yang mendapatkan perlindungan hak sebagai 

pekerja. Selanjutnya, syarat pembentukan serikat pekerja itu terbuka bagi organisasi 

informal yang dapat membuktikan dan telah teruji dalam keberlanjutan eksistensinya 

sebagai suatu organisasi yang memperjuangkan hak pekerja. Dan terakhir 

pemberitahuan dan pencatatan serikat pekerja ditafsir lebih luas juga bagi organisasi 

informal yang dibentuk oleh pekerja rumahan agar memiliki kedudukan, fungsi dan 

wewenang yang setara dengan serikat pekerja. Dengan demikian, perbaikan 

perubahan kualifikasi serikat pekerja memberi ruang bagi organisasi lainnya untuk 

maju memperjuangkan hak pekerja rumahan.  

            5.2 Saran 

1. Dalam rangka memberikan pemenuhan jaminan hak berserikat, pemerintah 

sebaiknya memperbaiki kualifikasi pembentukan serikat pekerja. Dimulai dari 

definisi serikat pekerja dalam peraturan perundang-undangan perlu diperluas karena 

definisi saat ini memiliki ruang lingkup sempit sehingga tidak semua pekerja dapat 

mendirikan suatu serikat pekerja termasuk pekerja rumahan. Perbaikan tersebut 

sebaiknya diatur lebih luas bagi organisasi yang memiliki tujuan sama dengan serikat 

pekerja. Berbeda halnya dengan pengaturan tentang serikat pekerja dalam Konvensi 

ILO (International Labour Organization) yang memberikan ruang lingkup lebih luas 

sehingga semua pekerja bisa membentuk serikat pekerja. Sebaiknya persyaratan 

mendirikan serikat pekerja itu ditafsirkan bagi setiap orang yang dipekerjakan dalam 
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perusahaan tertentu, tidak sebatas hanya bagi mereka yang memiliki status sebagai 

pekerja dari satu pemberi kerja yang sama. Dengan demikian, setiap orang yang 

melakukan pekerjaan dan dipekerjakan maka apapun bentuk perjanjiannya 

seharusnya bisa mendirikan serikat pekerja sepanjang pemberi kerjanya memiliki 

pekerja rumahan lebih dari 10 (sepuluh) orang. Selain itu, pemerintah sebaiknya 

memberikan perhatian lebih bagi pekerja rumahan dengan memberikan pengakuan 

status mereka sebagai pekerja dan memberikan ruang bagi pekerja rumahan untuk 

mendirikan serikat pekerja. Hal tersebut diatas bertujuan agar serikat pekerja benar-

benar memiliki sifat terbuka bagi semua pekerja dan organisasi informal lainnya bisa 

dipersamakan kedudukan dan fungsinya dengan serikat pekerja. Dan terakhir 

pemerintah juga harus tegas kepada pengusaha atau pemberi kerja apabila mereka 

melarang pekerja rumahan untuk mendirikan serikat pekerja maka terdapat sanksi 

yang bisa dijatuhkan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh bahwa, 

“(1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa 

pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan 

sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 

5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah).” 

 

2. Bagi pekerja rumahan hal yang sebaiknya dilakukan adalah pertama mereka harus 

memiliki kesadaran terlebih dahulu mengenai status mereka sebagai pekerja, 

selanjutnya mereka berusaha untuk mengupayakan pengakuan status sebagai pekerja. 

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan membentuk suatu asosiasi, organisasi yang 

besar agar keberadaan mereka bisa diakui dengan maju memperjuangkan pengakuan 

ke instansi pemerintah. Selain itu, pekerja rumahan juga meminta kepada pengusaha 

atau pemberi kerja untuk didaftarkan dalam jaminan sosial agar terdaftar sebagai 

pekerja misalnya minta didaftarkan dalam program BPJS (Badan Penyelenggara 
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Jaminan Sosial). Hal itu disebabkan karena berdasarkan Rekomendasi ILO 

(International Labour Organization) Transisi dari Perekonomian Informal ke 

Formal, 2015 (No. 204)  bahwa agar pekerja bisa diakui sebagai pekerja yang formal 

itu bukan dilihat dari hubungan kerjanya tetapi yang lebih penting adalah seberapa 

jauh perlindungan yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerjanya.  

3. Tidak hanya pemerintah dan pekerja rumahan yang harus berusaha memperjuangkan 

hak pekerja rumahan namun pengusaha atau pemberi kerja juga ikut berpartisipasi. 

Dalam hal ini, pengusaha atau pemberi kerja tidak boleh menghalangi pekerjanya 

apabila mereka menghendaki untuk mendirikan atau bergabung dengan suatu serikat 

pekerja. Status mereka sebagai pekerja disini menjadi tidak penting karena 

berdasarkan Rekomendasi ILO (International Labour Organization) Transisi dari 

Perekonomian Informal ke Formal, 2015 (No. 204) mengatur bahwa perlindungan 

bagi pekerja oleh pengusaha atau pemberi kerja itu jauh lebih penting. Oleh karena 

itu, apabila pekerja rumahan meminta untuk didaftarkan dalam program jaminan 

sosial maka pengusaha atau pemberi kerja harus mendaftarkan. Selain itu, pengusaha 

atau pemberi kerja pekerja rumahan tidak boleh menghalangi pekerja rumahan karena 

berdasarkan Pasal 1601 c Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa 

apapun statusnya bahwa standar perlindungan harus melibatkan peraturan kerja dan 

harus memberikan perlindungan yang setara dalam hubungan kerja sekalipun status 

pekerja dalam pekerja rumahan itu masih dipermasalahkan.  
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